WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENGHUNIAN/PENYEWAAN RUMAH SANGAT SEDERHANA MILIK

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk tertib penghunian/penyewaan rumah sangat
sederhana milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terletak di
Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan
Rambutan perlu diatur persyaratan dan tata cara pengajuan
permohonan penghunian/penyewaan rumah sangat sederhana
milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan
Penghunian/Penyewaan Rumah Sangat Sederhana Milik
Pemerintah Kota Tebing Tinggi:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

S. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHUNIAN/PENYEWAAN
RUMAH SANGAT SEDERHANA MILIK PEMERINTAH KOTA TEBING
TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi.

€. Rumah Sangat Sederhana yang selanjutnya disingkat RSS
adalah rumah sangat sederhana milik Pemerintah Kota Tebing

el S

Tinggi.

f.  Penghuni/penyewa adalah setiap orang yang
menghuni/menyewa rumah sangat sederhana milik Pemerintah
Kota Tebing Tinggi.

g Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
KETENTUAN PENGHUNIAN/PENYEWAAN
Pasal 2

Setiap orang diperbolehkan menghuni/menyewa RSS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penduduk Daerah;



o0

(2)

belum memiliki rumah/tempat tinggal,;
sudah/pernah berkeluarga; dan
mampu membayar retribusi sewa.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 3

Calon penghuni/penyewa RSS mengajukan permohonan

kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan

persyaratan sebagai berikut:

fotokopi KTP suami/istri;

fotokopi surat nikah;

fotokopi kartu keluarga;

surat keterangan belum memiliki rumah/tempat tinggal

sendiri dari Kelurahan setempat (asli);

€. surat pernyataan sanggup membayar retribusi sewa RSS;
dan

f. pas photo kepala keluarga ukuran 4 x 6 cm (terbaru)
sebanyak 2 (dua) lembar;

Sewa RSS dituangkan dalam perjanjian sewa antara Wali Kota

atau pejabat yang ditunjuk dengan penghuni/penyewa.
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BAB IV
RETRIBUSI SEWA RSS
Pasal 4

Besaran retribusi sewa RSS sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Retribusi sewa RSS dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh
Dinas.

Hasil pemungutan retribusi sewa RSS disetor ke Kas Daerah
melalui Bendahara Penerima Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI SEWA RSS

(1)
(2)

Pasal 5

Setiap penghuni/penyewa RSS wajib terlebih dahulu membayar
retribusi sewa kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Pembayaran retribusi sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan cara:

a. harian;

b. mingguan;

¢. bulanan; dan

d. tahunan.

Cara pembayaran retribusi sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI /PENYEWA

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 6

Penghuni/penyewa RSS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

membayar retribusi sewa tepat pada waktunya;



b. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan RSS;

menjaga ketertiban lingkungan;

membayar rekening air, listrik, pajak dan retribusi lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

e. mengosongkan RSS apabila perjanjian sewa berakhir.

e o

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 7

Penghuni/penyewa RSS dilarang:

a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

b. menggunakan sebagai gudang;

¢. merubah, merusak atau menambah bangunan RSS tanpa
persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;

d. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan
berbuat maksiat; dan

e. memelihara hewan ternak.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

(1) Penghui/penyewa RSS yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi
administrasi berupa:

a. teguran secara lisan;
b. teguran secara tertulis; dan
C. pemutusan perjanjian sewa.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk
dengan cara persuasif, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila penghuni/penyewa tidak melaksanakan teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau
pejabat yang ditunjuk melakukan pemutusan perjanjian sewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali
Kota Tebing Tinggi Nomor 012/28 Tahun 2003 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Mengajukan Permohonan Untuk Dapat
Menghuni/Menyewa Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Tebing
Tinggi di Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjuk Marulak
Kecamatan Rambutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 32




